BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 3’} TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5)
dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk besaran
honor dan biaya operasional di lingkungan pemerintah desa di
Kabupaten Lamandau perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
95495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

5. Peraturan Menteri Dal;am Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONOR DAN

BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan, dimana Sekretariat Desa terdiri atas urusan umum, aparatur
dan aset serta urusan perencanaan dan keuangan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilayahan, terdiri dari dusun, rukun warga dan rukun
tetangga.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana
tugas operasional, terdiri dari seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan
seksi kesejahteraan rakyat.

Badan Permusyaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara
demokratis.

BAB II
HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan

kelembagaan masyarakat yang ada di desa, maka diberikan honor dan biaya

operasional.

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa selaku Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa;

c. Perangkat desa yang termasuk dalam tim pelaksana kegiatan, tim pemeriksa
barang dan jasa dan petugas pengelola barang desa; dan

d. Unsur kewilayahan seperti kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT.
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(3) Kelembagaan masyarakat yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari :
a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Lembaga Adat;
c. Perlindungan Masyarakat;
d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
e. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
f. Perpustakaan Desa.

BAB III
BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL
Pasal 3

Besaran honor dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1), adalah sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN
Pasal 4

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pasal 2
dan Pasal 3, berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 2, kepala desa
dan perangkat desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seUa}p:Tgrég&gfimengetajqﬁ"my , memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini,dengan penempatdhiiys/dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.
I sl | i

-
Ao N MARUKAN

[
5

' Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3! Jou ot}

Feblans

Diundangkan di Nanga Bulik—
pada tanggal %\ Jub Toi}

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

o

ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR $7%4
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR TAHUN 2017

TANGGAL

TENTANG

BESARAN HONOR DAN BIAYA OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
LAMANDAU

I. Besaran honor dilingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lamandau,
adalah sebagai berikut :
a. Besaran honor untuk pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2) Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
3) Bendahara desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per
bulan.
b. Honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
1) Ketua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
2) Sekretaris sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan; dan
3) Anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
c. Honor untuk Tim Pemeriksa Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
1) Ketua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
2) Sekretaris dan anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per
bulan.
d. Petugas Pengelola Barang Desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) per bulan;
e. Honor untuk Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
1) Ketua sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan;
2) Wakil Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per bulan;
3) Sekretaris sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan;
4) Anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
f. Honor untuk lembaga adat adalah sebagai berikut :
1) Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
per bulan; dan
2) Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
i. Honor Kepala Dusun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan;
J. Honor Ketua RW/RT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per
bulan;
k. Honor petugas perlindungan masyarakat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) per bulan;
l. Honor Guru Kelompok Bermain/Playgroup sebesar Rp. 750.000,- (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
m. Honor Guru Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

per bulan.




II. Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),
adalah sebagai berikut :

a. Biaya Operasional RW/RT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan;

b. Biaya operasional Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

c. Honor pengelola perpustakaan desa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) per bulan; dan

d. Biaya operasional perpustakaan desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per bulan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

._ Q\‘ k : BUPATI LAMANDAU,
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pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIAT DAERAH

/.f:KompI. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078

Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/ 2\, A/ VII/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth,

Dari

Tentang

Dasar

Lampiran

Penjelasan

Kesimpulan

Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau

Besaran Honor dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa
di Kabupaten Lamandau.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan.

2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

3. Surat  Pj.Sekretaris Daerah  Provinsi Kalteng Nomor
188.342/574/HUK tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Fasilitasi 3
(tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.

Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.

1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.

2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80
Tahun 2015.

Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat
ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Y- Bp. SChota
Wl Hilesrhy:
W Bp- Bupaki,

Nanga Bulik, % Juli 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

Cf/?{' dtdg :
G 7

M2 ELLY YOSSEPH, SH

M/y 17, NIP. 19760131 200312 1 006
?- ’
y A eprd  frupeh
-

L % %




1«4"\“?"'\ 3 T w7

s <

C-CE0 LgleT fudid thud mosanaest dgmod,
- Jf‘uﬂ""lb/\ unhnemsd adea aded
CoADY oY ohodt -

* TESTES Y PRRSTTISEErS TGN EURAT T

pnsaior wsgaob msal pgreseidl

pabry e ogutl 1Y shagsd

ot nisyoduad s e qd

14 A
i

s o aotnagdnsl 60188 mlot nspsd iongal ciest!

e el st pagieeesGo b Iertore e a0 sepkd ARl el opvneesf yrstsT
Atabagene d s dsonda s
e ditader 0 aoredoad  PioL Lt L0 sormolt casbooo soshold o0 Thv
SdsnnbrUenneiornead
S o gnpdags S LOS s T O8 ronnt et €
aoisri oo
e IITIRIN Gt LTS TR gl arns ool AT
etz Tapt b fpnfe wn THO0 gt O legmast AUMY L0 el 881

Uklsannd gyt o s.i-JIb"I'ﬁq rmgms:;n:’r‘rl . vs.~J paalh
AIBDore re T oragua B TV i G

A eegrati desiean wnd Jouniiot jedetod gelecl, O e LF cieply e

suisy Asranh onrdud Fubong caeiton s RIS IT riegib Bt dgiz!t
U8 o1 rigshitiya ey 100 pode T CF ool csheiJ-giseho
o O8 rrped

o)

ipgeb fob o caTot ot cann aanshie L sty asb oiewonogd eitserbye, rali qoiesd
.oabnsmy Dlsquér £ 70 rusy e inbasih

cres et apageti nneibozad psts ash usdste o ol acdisgraserb asrdioesd

VO HLL, O nilgEt ayan¥

-
PR P B
"S- ‘1:}-’ O
H LA T sy

o ATEAL At B P ORI HY
SAMD L VNTASUE R . e -

} ol i . .
. e " e .
\ ST RS EAR SLPRR Y v :
_‘ ~ -
TNt - N »
B
»:\ NS .

EIE A . \,\\

Y ANk . P
L LT TRIQOVe] A LS ey

. 2 e, N Y N -
ch AW 3, l‘\\ e .
Oy-a # '\. v ‘?
- .
SN > ady a..-.""-"‘\i PY L RPN
- \* » )v




